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ABSTRAK :  - bahwa untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, simplifikasi regulasi, dan meningkatkan 
pelayanan bagi Wajib Pajak, perlu mengganti ketentuan mengenai klasifikasi dan penetapan nilai 
jual objek pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak 
Pajak Bumi dan Bangunan; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU No. 12 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 68, TLN No. 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
UU No. 12 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 62, TLN No. 3569); 

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      ketentuan mengenai Objek pajak yaitu objek pajak PBB Sektor Perkebunan, objek pajak PBB 
Sektor Perhutanan, objek pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, objek pajak 
PBB Sektor Pertambangan, objek pajak PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara, dan 
objek pajak PBB Sektor Lainnya.  

Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai tata cara penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan 
PBB.  

    

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, klasifikasi dan penetapan NJOP untuk tahun pajak 
sebelum Tahun Pajak 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar 
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dan peraturan pelaksanaannya. 

  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:  

a.  ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, 
Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 
tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk 
Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.03/2017; dan  

b.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai 
Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 944), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2019 dan diundangkan pada tanggal 
11 Desember 2019. 

    

 


